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WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 24 TAHUN2010

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
memperhatikan tuntutan dan dinamika masyaraka, maka
Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 6
Tahun 1998 tentang Reklame perlu disesuaikan;

b. bahwa reklame merupakan upaya untuk menarik dan mengajak
orang untuk mengikuti isi Reklame dan dipergunakan sebagai
sarana untuk mencari keuntungan atas suatu tujuan;

c. bahwa pemasangan reklame diruang publik memiliki nilai
ekonomi dalam memasarkan suatu produk atau pencapaian
maksud untuk memberitahukan kepada khalayak umum baik
yang diselenggarakan secara perorangan maupun melalui badan
usaha khusus penyelenggaraan reklame;

d. bahwa berdasarkan peitimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pajak Reklame;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); rp



4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

>-»' Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin
Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin

x (Lembaran DaerahTahun 1993 Nomor 3 Sen D Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin
Nomor 16 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran
Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Sen D Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25); ^-



16. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang disingkat NJOPR adalah merupakan
keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik
dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli
bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan,
pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi
pengangkutan dan lain sebagainya s.d bangunan reklame selesai, dipancarkan,
diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;

17. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang disingkat NSPR adalah ukuran'nilai yang
ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan
pernanfaatan tata ruang kotauntuk berbagai aspek kegiatan;

18. Nilai Sewa Reklame yang disingkat (NSR) adalah Hasil Penjumlahan Nilai Jual
Objek Pajak Reklame dan atau Nilai Strategis Pemasangan Reklame;

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaranyang ditunjuk oleh Walikota.;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratis dan jumlah pajak yangmasihhams dibayar;

. 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
w^ SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah

pajak yang telah ditetapkan;
23. SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan jumlahpokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutangdan tidak ada kredit pajak;

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajakyang terutang atau seharusnya
tidak terutang;

25. Surat PemberitahuanPajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetotan pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat

(j pembayaran yang ditunjuk olehWalikota;
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak dan/atausanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan

tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan PajakTerutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan;

29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerahddfr Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.;

30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau
jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut; -^"

32. Kas daerah adalah kas daerah Kota Banjarmasin.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Pejabatadalah Pejabatyang diberi tugas tertentu di bidangperpajakan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin yang bertugas sesuai dengan
kewenangan yangdiaturdalam Perundang-undangan yangberlaku;

6. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yangtidak melakukan usahayangmeliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerahdengannama dan bentukapapundan bentuk lainnya;

7. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak
ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan, atau memujikan suatubarang, jasa atau orang, ataupun untukmenarik
perhatian umum kepada suatu barang. Jasa atau orang yang ditempatkan atau yang
dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatutempatolehumum;

8. PajakReklame adalah pajak terhadap penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh
orang atau badan;

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah;

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

12. MasaPajakadalah jangka waktu 1 (satu) bulankalender ataujangkawaktu lainyang
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang;

13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengantahun kalender;

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang hams dibayar pada suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjekpajak, penentuanbesarnyapajakyangterutang sampaikegiatanpenagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya; -ac.



BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal2

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat, stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasukpada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame suara;
i. Reklame film/slide; dan
j. Reklame peragaan.

(4) Tidak termasuk sebagaiobjek Pajak Reklameadalah:
^^ a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta
ii mingguan, wartabulanan, dan sejenisnya;

b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang
berfungsi untuk membedakan dariproduk sejenis lainnya;

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat
usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama
pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang
tidak ada pesan sponsor.

(5) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi ataubadan yang menggunakan Reklame.

(6) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
Reklame.

(7) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau
Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

(8) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut
menjadi Wajib Pajak Reklame.

/=»^
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BAB HI

DASAR PENGENAAN, DAN TARIF PAJAK

Pasal3

(1) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).

(2) NSR sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan atas NJOPR.

(3) NJOPR ditentukan oleh faktor-faktor:

a. Bahan yang digunakan;
b. Ukuran Media Reklame;
c. Biaya Pembuatan;
d. Biaya Pemeliharaan Reklame;
e. Biaya Pemasangan Reklame;
f. Jenis Reklame yang dipasang;
g. Jumlah;
h. Waktu dan jangka waktu penyelenggaraan.

(4) NSPR ditentukan berdasarkan kategori kawasan dan kelas jalan serta nilai strategis.

(5) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud
padaayat(1)ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame. -^-
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(6) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung berdasarkan NJOPR dan atau NSPR.

(7) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud padaayat (6) tidak diketahui
dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor
sebagaimana dimaksud padaayat (3)danketentuan padaayat (4).

Pasal 4

Besaran tarifpajak reklame adalah 25%(duapuluh limapersen).

BAB IV

CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Besarnya pajak yang terutang adalah dengan cara mengkalikan tarif pajak sebagaimana
dimaksud Pasal 4 dengan Dasar Pengenaan Pajak Sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat
(1).

Pasal 6

Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan
Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Reklame yang terutang adalah pemasangan Reklame di wilayah Kota Banjarmasin.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

^ Pasal 8

(1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu
penyelenggaraan Reklame.

(2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan penyelenggaraan
Reklame.

Pasal 9

Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan penetapan Walikota, dan
dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen Iain yang dipersamakan.

BABVH

PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Apabila SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (duapersen) per bulan danditagih dengan menerbitkan STPD. ^



BABVHI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SERTA
KADALUARSA PENAGIHAN

Bagian Pertama
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan
dalam SKPD dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
pajak hams disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam masa kerja atau
dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas.

(2) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku
penerimaan.

^J (3) Ketentuan sebagaimana dibawah ini diatur dengan Peraturan Walikota :

a. Bentuk, jenis, isi, dan ukuran tanda bukti pembayaran serta buku penerimaan;
b. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang;
c. Jangka waktu pelunasan jumlah pajak terutang tambahan;

d. Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

e. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran lain yang ditunjuk,
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak.

Pasal 13

(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :

a. SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
r** b- Wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) setiap bulan.

Pasal 14

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh
Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan pajak
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan dalam 7 (tujuh)
hari selanjutnya wajib pajak harus melunasi pajak terutang.

(3) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini yang tidak dilaksanakan oleh wajib pajak
ditagih dengan surat paksa.

(5) Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan. jge.
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BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIVE

Pasal 21

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Walikota atau pejabat yang
ditunjuk dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang dalam penertbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
daerah ini.

(2) Walikota dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan

kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengan tatacara yang ditentukan; dan
e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan

membayar pajak ataukondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan pengurang atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BABXH

SKPD PEMUNGUT

Pasal 22

(1) SKPD pemungut yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Pajak
Reklame.

(2) Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
insentif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(3) Tatacara pemberian danpemanfaatan insentifdiatur dengan Peraturan Walikota.

BABXni

PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Walikota dan atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan sistem pengawasan dan
menempatkan petugaskhusus dibidang pengawasan Reklame.

(2) Sistem pengawasan dan penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan memperhatikan asas kepatutan, akuntabilitas
dan transparansi.

Pasal 24

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan pengawasan dalam
rangka penataan dan peralatan potensi wajib pajak riil dan tidak bersifat investigasi/
penyelidikan.
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a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidanaperpajakan Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan doku'men-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
barang bukti tersebut;

f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajib Pajak Reklame yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak Reklame yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan diberlakukan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat
II Banjarmasin Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. &..
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Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mcngetahuinya, memcrintahkan Pcngundangan Peraturan daerah
ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Descmber 2010

a$£AERAH KOTA BANJARMASIN,

Ditctapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Dcscmbcr 2010

BANJARMASIN,,

SIN^^

\\ £~ H. ZUMmU GAZALI
•'• :V—<&#

LEMBAlU?ft BJraRAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR 24



c. jangka waktu 3(tiga) bulan sejak menerima keputusan Walikota;
d. melampirkan salisan dari surat keputusan Walikota.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai
dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 19

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan dan mengakibatkan
kelebihan pembayaran, oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Wajib Paiak
sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini diberikan imbalan bunga 2% (dua persen)
sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Jika pengajuan keberatan ditolak dan berakibat kurang bayar atau diputuskan adanya
penambahan besarnya pajak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2)
Peraturan Daerah ini harus dilunasi oleh wajib pajak.

(4) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak
^j dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (limapuluh persen) dari

jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah
dibayarsebelummengajukan keberatan.

(5) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa
denda sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan.

(6) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagaian, Wajib Paiak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BABX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

u

Pasal 20

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya:
a. Nama dan alamat wajib pajak;
b. Masapajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasanyangjelas.

(2) Wahkota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak ditenmanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Walikota atau
2u I y3?8 c^Tl ^ memberikan ^putusan, permohonan dianggapdikabulkan dan SKPDLB diterbitkan dalam waktu paling lama 1(satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu hutang pajak yang dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan sej'ak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). ^
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BAB XIV

TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 25

(1) Walikota dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaansewaktu-waktu dan melakukan tindakan membongkar L menunmka^ISSJ
l^^Z^^ men8hemikan PCmaSangan Reklame « **•£

a. tidak membayar Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku-
b. tidak memihkiizin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk-
c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan'daerah lainnya yang

berlaku diWilayah Kota Banjarmasin. &

(2) Selain tindakan penertiban, terhadap orang/badan yang melakukan pemasangan
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dikenakan sanksi sebagaimLa
diatur dalam Peraturan rwrah ;«i ^

BAB XV

PENYITAAN

Pasal 26

Barang hasil dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disita oleh
Pemerintah Kotasebagai alat bukti.

Pasal 27

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi sesudah tanggal pemberitahuan surat
permgatan terakhir dalam jangka waktu 2x 24 jam dapat dilakukan penyitaan atas aset-
aset wajib pajak yang dianggap sesuai dengan nilai pajak terhutang.

Pasal 28

Terhadap adanya penyitaan dan wajib pajak tidak juga melunasi hutang pajaknya, dalam
waktu 15 (hma belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan
tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 29

Setelah Kantor Lelang Menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang
juru sita membentahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 30

Tata cara penyitaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum
Acara Pidanayang berlaku.

(2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :


